
62 

 

BAB 5 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

5.1. Kesimpulan 

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang dilakukan peneliti 

dalam upaya membandingkan Pajak Penghasilan Terhutang di negara mana yang lebih 

menguntungkan dengan studi kasus Tuan EL maka dapat ditarik kesimpulan sebagai 

berikut:  

1. Sesudah melakukan penggolongan dan meneliti kriteria UMKM di masing-masing 

negara, masing-masing negara memiliki peraturan dan definisi masing-masing. Di 

Indonesia dengan UU No 20 tahun 2008 dan Malaysia sendiri melalui SME corp 

Malaysia Secretariat to the national SME Development Council October 2013, 

UMKM digolongkan menjadi beberapa dari usaha mikro, usaha kecil, dan usaha 

menengah  dengan masing-masing kriteria yang berbeda. Di Indonesia kriteria 

dalam penggolongan UMKM didasari oleh aset yang dimiliki (di luar nilai tanah 

dan bangunan) oleh pengusaha atau perorangan dan hasil penjualan tahunan usaha 

tersebut. Sedangkan di Malaysia kriteria dalam penggolongan UMKM didasari 

oleh pendapatan penjualan atau pekerja tetap yang bekerja di usaha tersebut. 

Sedangkan di Singapura melalui SPRING, UMKM di Singapura tidak 

digolongkan menjadi beberapa usaha dan memiliki kriteria dengan satu 

penggolongan terkait pendapatan tahunan atau banyaknya pekerja tetap yang 

bekerja di usaha tersebut.  

2. Setelah melakukan identifikasi siapa saja yang termasuk subjek pajak, di ketiga 

negara, baik Indonesia, Singapura maupun Malaysia ditemukan kesamaan bahwa 

subjek pajak di ketiga negara tersebut adalah orang pribadi atau badan yang tinggal 

di negara tersebut dan merupakan warga negara dimasing-masing negara tersebut 

baik yang memiliki penghasilan dari dalam negeri maupun dari penghasilan yang 

berasal dari luar negeri. Namun subjek pajak di Indonesia, bisa juga merupakan 

warga negara asing yang bekerja dan tinggal di Indonesia dalam waktu 12 bulan 

dan mempunyai niat tinggal di Indonesia.  
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3. Objek pajak yang di identifikasi di ketiga negara, baik di  Indonesia, Singapura 

maupun di Malaysia, objek pajak yang dijadikan dasar dalam perhitungan Pajak 

Penghasilan Terhutang adalah pendapatan kena pajak atau pendapatan bersih 

sebelum pajak sedangkan di Indonesia memiliki objek pajak yang berbeda yaitu 

peredaran bruto atau penjualan kotor. Pendapatan yang diperhitungkan dalam 

ketiga negara adalah pendapatan yang berasal baik dari dalam atau luar negeri.  

4. Untuk menghitung Pajak Penghasilan Terhutang didapatkan tarif yang berbeda-

beda di ketiga negara. Tarif Pajak Penghasilan terhutang di Indonesia adalah 1% 

mengikuti PP No 46 Tahun 2013 yang sudah digantikan menjadi 0,5% mengikuti 

PP No 23 Tahun 2018 sebagai pengganti PP No 46 Tahun 2013. Sedangkan di 

Singapura tarif pajak terhutang yaitu 8,5% dan Malaysia dengan tarif pajak 

terbesar yaitu 18%. Cara untuk menghitung Pajak Penghasilan terhutang adalah 

dengan cara mengalikan tarif pajak dan objek pajak. Di Indonesia tarif pajak yang 

berlaku pada tahun 2017 adalah 1% sehingga cara menghitung Pajak Penghasilan 

terhutang di Indonesia pada tahun 2017 adalah 1% dikali dengan peredaran bruto 

sebagai objek pajak di Indonesia sebesar Rp 1.495.000.000. Sedangkan di 

Singapura dengan tarif pajak sebesar 8,5% dikalikan dengan Penghasilan Kena 

Pajak sebesar S$11.710,25. Penghasilan Kena Pajak di Singapura didapatkan dari 

hasil konversi dari mata uang rupiah ke dollar singapura. Cara yang sama juga 

dilakukan untuk menghitung Pajak Penghasilan terhutang di Malaysai yaitu tarif 

pajak di Malaysia sebesar 18% dikalikan dengan Penghasilan Kena Pajak sebesar 

RM17.259,61.  

5. Perhitungan Pajak Penghasilan terhutang dengan mengambil kasus Tuan EL 

Tahun 2017, Singapura merupakan negara yang Pajak Penghasilan terhutang bagi 

UMKM paling kecil yaitu sebesar S$995,37 (sembilan ratus sembilan puluh lima 

koma tiga puluh tujuh dolar singapura)  atau setara dengan Rp 10.086.622  

(sepuluh juta seratus delapan puluh enam ribu enam ratus dua puluh dua rupiah) , 

sedangkan negara kedua setelah Singapura adalah Malaysia dengan Pajak 

Penghasilan terhutang bagi UMKM sebesar Rp RM3.106,73 (tiga ribu seratus 

enam koma tujuh puluh tiga ringgit malaysia) atau setara dengan Rp 10.361.906 

(sepuluh juta tiga ratus enam puluh satu sembilan ratus enam rupiah). Pajak 

Penghasilan terhutang paling besar yaitu di Indonesia sebesar Rp 14.950.000 
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(empat belas juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah). Namun diberlakukannya  

PP No 23 Tahun 2018 maka Pajak Penghasilan terhutang terkecil berada di 

Indonesia dengan jumlah Pajak Penghasilan terhutang sebesar Rp 7.475.000 (tujuh 

juta empat ratus tujuh puluh lima ribu rupiah). Pada kasus Tuan EL,  dalam 

memperbandingkan PP No 46 Tahun 2013, IRAS dan SME Portal, serta IRBM 

dan SME Info Tuan EL berdomisili di Singapura. Dengan berdomisili di Singapura 

Tuan EL mendapatkan keuntungan yang lebih besar daripada berdomisili di 

Indonesia yaitu dengan mendapatkan keuntungan sebesar Rp 108.579.524. 

Sedangkan dengan memperbandingkan PP No 23 Tahun 2018, IRAS da SME 

Portal, serta IBRM dan SME Info, Tuan EL sebaiknya berdomisili di Indonesia. 

Keuntungan yang didapat oleh Tuan EL lebih besar saat Tuan EL berdomisili di 

Indonesia daripada Tuan EL berdomisili di Singapura atau Malaysia dengan 

mendapatkan keuntungan sebesar Rp 111.191.146. Perbedaan keuntungan yang 

didapatkan dengan adanya PP No 23 Tahun 2018 bagi Tuan EL adalah Tuan EL 

mendaparkan keuntungan lebih banyak. Tidak hanya itu, kemudahan yang 

diberikan oleh PP No 23 Tahun 2018 membuat  Tuan EL tidak perlu pusing dalam 

membuat laporan keuangan karena di Indonesia objek pajak yang digunakan yaitu 

peredaran bruto. Perbedaan jumlah Pajak Penghasilan terhutang di Indonesia, 

Singapura dan Malaysia dipengaruhi oleh Tarif Pajak dan Objek Pajak yang 

digunakan bukan dari kurs. Kurs yang digunakan saat konversi objek pajak dari 

Rupiah ke Dollar Singapura dan Ringgit Malaysia sama dengan kurs konversi yang 

digunakan untuk konversi jumlah Pajak Penghasilan terhutang dari Singapura 

Dollar atau Ringgit Malaysia ke Rupiah. Karena kurs yang digunakan sama besar, 

maka tidak akan berpengaruh pada hasil jumlah Pajak Penghasilan terhutang. 

Namun jika tarif pajak yang digunakan berubah, maka jumlah Pajak Penghasilan 

terhutang juga akan berubah.    

6. Pembayaran yang dilakukan di Indonesia, Singapura, dan Malaysia sudah 

menggunakan internet atau online payment. Di Indonesia pembayaran dilakukan 

sebulan sekali sebelum tanggal 15 setiap bulannya. Dengan mengisi surat setoran 

pajak secara online, wajib pajak akan mendapatkan kode billing yang akan 

digunakan saat akan melakukan pembayaran. Di Singapura dan Malaysia kedua 

negara memiliki cara pembayaran yang berbeda dari Indonesia. Di Singapura dan 
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Malaysia, wajib pajak akan membayarkan pajak penghasilan terhutang setahun 

sekali saat wajib pajak sudah melakukan pelaporan pajak kepada pihak pajak. 

Singapura dan Malaysia memiliki perbedaan dalam cara pembayaran. Singapura 

memiliki Giro, saat wajib pajak sudah selesai melaporkan pajaknya secara online, 

maka uang akan secara otomatis berkurang pada Giro wajib pajak, sehingga 

mengurangi wajib pajak yang terlambat untuk membayar pajak. Giro merupakan 

alat pembayaran pajak yang paling sering digunakan oleh wajib pajak di 

Singapura. Di Malaysia cara pembayaran yang paling sering digunakan adalah 

online pajak dengan menggunakan kartu kredit. Di Indonesia, Singapura, dan 

Malaysia ketiga nya memiliki cara pembayaran lain yang sama seperti lewat ATM, 

Internet Banking, atau secara langsung datang ke teller bank atau ke kantor pos. 

Pelaporan yang dilakukan di Indonesia bagi wajib pajak seharusnya dilaporkan 

setiap bulan, namun bagi wajib pajak yang sudah mendapatkan validasi NTPN di 

Surat Setoran pajak maka wajib pajak tidak perlu melaporkan Pajak Penghasilan 

setiap bulan. Namun wajib pajak tetap harus melaporkan Pajak Penghasilan setiap 

satu tahun sekali sebelum tanggal 30 Maret dengan cara online atau paper base. 

Sedangkan di Singapura dan Malaysia pelaporan dilakukan setiap satu tahun sekali 

dengan tanggal pelaporan yang berbeda-beda setiap tahunnya, dan dapat 

dilaporkan dengan dua cara yaitu paper base atau online. Setiap wajib pajak 

memilih akan melaporkan pajak tahunannya dengan langsung datang ke kantor 

pajak terdekat atau dengan online langsung.  

 

5.2. Saran 

Berdasarkan penelitian yang sudah dilakukan, maka penulis 

memberikan saran yang dapat membantu Tuan EL dan Pemerintah, yaitu :  

1. Bagi Tuan EL dan para UMKM, dikarenakan saat ini PP yang dipakai adalah PP 

No 23 Tahun 2018, sebaiknya Tuan EL dan para UMKM lebih menaati peraturan 

perpajakan yang berlaku dan lebih disiplin dalam membayarkan pajaknya sebab 

pajak yang dibayarkan oleh Tuan EL dengan PP No 23 Tahun 2018 pada kasus ini 

sudah paling rendah jika dibandingkan negara tetangga.  
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2. Di Indonesia, objek pajak penghasilan bagi UMKM adalah peredaran bruto, 

sedangkan di negara lain objek pajak penghasilannya adalah laba sebelum pajak 

yang disesuaikan lagi menjadi penghasilan kena pajak. Jika melihat kondisi ini, di 

Indonesia apabila subjek pajak merugi dalam usahanya, subjek pajak tetap harus 

membayar pajak sesuai dengan pendapatan bruto yang wajib pajak dapat. Oleh 

sebab itu, jika subjek pajak merugi dan masih harus membayar pajak maka subjek 

pajak akan semakin merugi. Sebaiknya Pemerintah lebih memperhatikan apakah 

objek pajak dan tarif pajak yang digunakan oleh pemerintah saat ini merugikan 

atau tidak bagi wajib pajak terlebih bagi wajib pajak yang usahanya  rugi.  
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